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Hasil Wawancara Suat Mahfudli (BPD Wanutengah)
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1 Bagaimana pemerintah desa menjalankan kewajiban hukum terkait
keterbukaan informasi publik, khususnya soal dana desa?

- CuYeln D lale Leenalogern Cagrrnan atry.ra vy
- Dt a Arva “ LA ves e Coaan le as er-f {-ront o b
AP ney

2 Bagaimana peran Peraturan Bupati No. 82 Tahun 2021 dalam menyusun

APBDes dan menetapkan skala prioritas program desa?
- G Fnl, (e Sa et )
- $aefela ‘S Leale Cuepr al v Ltveey §laca Jrorar ey

3 Scjauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi penggunaan dana desa®?

4. Bagaimana pemerintah desa menjaga keadilan dan inklusivitas informasi
agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, mendapat akses
yang setara?

. o S

5. Apakah terdapat peraturan atau kebijakan desa yang mengatur mengenai
keterbukaan informasi publik dan dana desa?

6. Bagaimana pemerintah desa menyampaikan intormasi kepada masyarakat
bahwa pengelolaan dana desa telah mengikuti pedoman Perbup No. 82 Tahun
20217
 Legouh e 7R P ]

- Hev var b b Spte A o} - [ yraner > N NP
At Pmn 4 -/‘ il 2 ot

7 Apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan
keterbukaan informasi publik, khususnya tentang dana desa?

- Kaser Golo exnu, O BN e D s M\ 5\

8. Bagaimana pemerintah desa mengatasi hambatan seperti rendahnya literasi
warga atau kurangnya fasilitas informasi?

- Ba 5 Eve v ':3
e . Tpacrebo-o~ Peryadhe (nt erie
M\ 3 Lo
Ly : Y Mepwt L
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9 Bagaimana keterbukaan informasi publik berkontribusi terhadap prinsip tata

kelola pemerintahan desa yang baik?

= '1( g & Cwin LV ce- Lenp

i ApakaAh pemerintah desa memiliki sistem evaluasi terhadap efektivitas
keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan?

I ~./
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vang setara”?
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keterbukaan informasi publik dan dana desa”?
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babwa pengelolnan dana desa telah mengikuti pedoman Perbup No 82 Tahun

20217 3 :

75 Apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah desa dal
keterbukaan informasi publik, kKhususnya tentang dana desa?

el e g

Bagaimana pémerintah dess mengatasi hamb,
warga atau kurangnya fasilitas rm

« L ~ N
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9. Bagaimana keterbukaan informasi publik berkontribusi terhadap prinsip tata
kelola pemerintahan desa yang baik?
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10. | Apakah pemerintah desa memiliki sistem evaluasi terhadap efektivitas
keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan?
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(I Bacaimmana pemerintah desa memalankan kewajiban hukonn terkan
Lketerbukaan informasi publik, khususnya soal dana desa”

Do la (z oo ten Larmrcan P\rv%e&-uf\ Qe gl

Bagatmana peran Peraturan Bupati No. 82 Tahun 2021 dalam menyusan
APBDes dan menctapkan skala prioritas program desa”

\\/]WW A urcian PG‘(’VQ‘)’\

|
=5 T T
| 3 Scjauh mana masyarakat dilibatkan dalam proscs perencanaan, pelaksanaan
[ dan evaluasi penggeunaan dana desa®”?
|
i Ma,‘b\_/n tze(ah B Cone . mdalur N
|
\ 4 Bagaimana pemerintah desa menjaga keadilan dan inklusivitas informasi
agar scluruh lapisan masyarakat, termasuk kclompok rentan, mendapat akscs
vang setara®”? t
Moanlo prlaan L@ e ‘Lo'mf;;:;wvm' RénnY 5
¢ GaewRirk e il WwelrS«O wad | Breamnen |
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8 Apakah terdapat peraturan atau kebijakan desa yang mengatur mengenai 1
Keterbukaan informasi publik dan dana desa? }
‘ alls ‘

Q) Bagaimana pemerintah desa menyampaikan informasi kepada masyarakat
bahwa pengelolaan dana desa telah mengikuti pedoman Perbup No. 82 Tahun
20217

(A Letnn {-«m/oe;{,a/vm 4u&<0’>w\. (At 8 Daa \

78 Apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan
keterbukaan informasi publik, khususnya tentang dana desa?
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B. Bagaimana pemerintah desa mengatasi hambatan seperti rendahnya literasi
warga atau kurangnya fasilitas informasi?
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kelola pemerintahan desa yang baik?
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4.

Hasil Wawancara Dedy Bahar (Sekretaris Desa Wanutengah)

No.

Pertanvaan

1

Bagaimana pemenintah desa menjalankan kewajiban hukum terkait
keterbukaan informasi publik. khususnya soal dana desa?

Pemerintah desa melakukan publiksi baik melalui medsos desa. web desa,
kalender. banner fransparansi serta melalui musdes

(B}

Bagaimana peran Peraturan Bupati No. 82 Tahun 2021 dalam menyusun
APBDes dan menetapkan skala prioritas program desa?

Perbup tersebut sebagai acuan dalam Peraturan Desa No 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanutengah Tahun
Anggaran 2021.

Sedangkan di tahun 2025 Dana Desa menggunakan Perbup Nomor 11 Tahun
2025 ttg Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak
lanjut Permendes PDTT No 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas
fokus Penggunaan dana desa Tahun 2025, dikarenakan aturan terkait prioritas
Dana Desa tiap tahun berubah dan belum tentu sama dan desa Wanutengah
sudah mengikuti aturan tersebut.

Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi penggunaan dana desa?

Perencanaan

Perwakilan masyarakat melalui tokoh masyarakat dan Lembaga-lembaga
desa diundang dalam musdes dan juga musrenbangdes, serta beberapa masuk
tim penyusun RKPDes

Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya masyarakat dilibatkan misal dalam kegiatan-kegiatan
posyandu. ekspo desa. pelatihan-pelatihan yang pesertanya masyarakat serta
pembangunan yang mana dilakukan secara swakelola yakni melibatkan
masyarakat dalam proses dan pembangunannya

Evaluasi dilaksanakan diakhir tahun dimana perwakilan masyarakat turut
serta dalam peserta musdes serah terima hasil pekerjaan

Bagaimana pemerintah desa menjaga keadilan dan inklusivitas informasi
agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, mendapat akses
yang setara?

D1 era digital ini pemerintah Desa melakukan penyebaran informasi lewat
web dan media social tidak hannya lewat papan pengumuman sehingga
masvarakat yang aktif akan mendapat informasi dengan mudah

Apakah terdapat peraturan atau kebijakan desa yang mengatur mengenai
keterbukaan informasi publik dan dana desa?

Ada vaitu Perkades No 2 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan
Informasi Publik di Lingkungan Pemenntah Desa Wanutengah

Bagaimana pemerintah desa menyampaikan informasi kepada masyarakat
bahwa pengelolaan dana desa telah mengikuti pedoman Perbup No. 82 Tahun
20217

Penyampaian dilakukan melalui Perwakilan masyarakat yaitu BPD, dimana
sebelum penetapan perdes terkait APBDes, perdes tersebut dibahas di musdes
bersama dan dilakukan persetujuan bersama BPD
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Apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan
keterbukaan informasi publik. khususnya tentang dana desa?

Doi era digitalisasi ini desa sudah berupaya meningkatkan keterbukaan
informasi lewat medsos dan web desa, tetapi terkendala ada sebagian warga
yang tidak menggunakan medsos sehingga desa masih perlu sosialisasi
langsung ke tingkat RT/Dusun

Bagaimana pemerintah desa mengatasi hambatan seperti rendahnya literasi
warga atau kurangnya fasilitas mformasi?

Desa berupaya tetap melakukan publikasi baik lewat papan pengumuman,
medsos atau web desa, dan kadang diseling: lewat sosialisasi di kegiatan
kemasvarakatan di tingkat RT

Bagaimana keterbukaan informasi publik berkontribusi terhadap prinsip tata
kelola pemerintahan desa yang baik?

Semakin mudah informasi diakses maka semakin mudah masyarakat dalam
memperoleh informasi, hal ini sejalan dengan semakin banyaknya
masyarakat yang paham dan kritis terkait kebijakan yang diambil pemerintah.
Sehingga kebijakan pemerintah akan menyesuaikan hal tersebut dan benar-
benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

10.

Apakah pemerintah desa memuliki sistem evaluasi terhadap efektivitas
keterbukaan informasi publik vang telah dilakukan?

Untuk keterbukaan informasi lewat web desa ada evaluasi tiap bulan darni
kominfo. Sedangkan untuk tingkat masyarakat dilakukan uji petik beberapa
warga untuk mengetahui apakah informasi telah tersalurkan dengan baik atau
tidak
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D. Dokumentasi Penelitian

= S

Wawancara dengan BPD dan BUMDes Wanutengah
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